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ABSTRAK

Agama Islam menekankan pentingnya pemerintahan baik, termasuk dalam
pemerintahan desa yang sudah dikenal sejak zaman Rasulullah saw. dengan istilah
Siyasah Dustiriyah. Desentralisasi adalah perubahan tatanan pemerintahan dari
pusat ke daerah, bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan dalam
memahami kebutuhan daerah. Desa, sebagai unit terkecil dalam desentralisasi,
memiliki peran penting dalam mengelola urusan pemerintahannya sendiri sesuai
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Terdapat beberapa aspek yang perlu
diperhatikan seperti ketergantungan terhadap pemerintah pusat, perekonomian
daerah, serta keterlibatan masyarakat. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang
dituangkan dalam dua rumusan masalah: Bagaimana pelaksanaan konsep
Desentralisasi pada Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang
menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Bagaimana Pandangan Figh
Siyasah Dustiariyah terhadap implementasi Desentralisasi di Desa Mancilan
Mojoagung Jombang.

Metode penelitian yang menggunakan pendekatan Hukum Empiris yaitu
pendekatan yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh
langsung dari objek penelitian melalui wawancara responden dan narasumber yang
berhubungan dengan apa yang akan diteliti, selanjutnya data di olah dan dianalisis
dan ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian tersebut menyimpulkan pertama bahwa pandangan Figh
Siyasah Dustiriyah terhadap desentralisasi di desa Mancilan berjalan sesuai dengan
Konsep Figh Siyasah Islam yaitu mengutamakan kemaslahatan umat. Hal ini
terlihat pada aparatur desa yang berusaha untuk memenuhi semua kebutuhan dan
aspirasi masyarakat. kedua penerapan desentralisasi telah berjalan dengan baik
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa sebagai
entitas hukum memiliki kewenangan untuk mengatur urusan-pemerintahannya
sendiri, dengan dukungan dari pemerintah daerah. Pembagian kekuasaan antara
kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Sejalan dengan ' kesimpulan ‘diatas ‘penulis menyarankan, - perangkat
pemerintahan Desa Mancilan disarankan untuk lebih memperhatikan otonomi desa
sesuai prinsip kemaslahatan umat dalam Konsep Figh Siyasah Islam. Tujuannya
adalah agar masyarakat desa dapat hidup dalam kedamaian dan memiliki pemimpin
yang adil tanpa membeda-bedakan golongan tertentu. Pemerintah Desa Mancilan
perlu meningkatkan sosialisasi tentang transparansi pengelolaan keuangan kepada
Masyarakat, hal ini bertujuan untuk menghindari kecurigaan terhadap pengelolaan
keuangan desa. Penggunaan media informasi digital juga direkomendasikan agar
informasi dapat lebih mudah dipahami oleh masyarakat.
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